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ABSTRAK
Penclitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pecmungutan retribusi parkir di tepi
jalan umum sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli dacrah di JalanKolonel
Atmo, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palcmbang. Fokus utama penclitian ini adalah
memperbaiki proses pecmungutan dengan memperluas basis pencrimaan, memperkuat
proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan cfisicnsi administrasi,
dan meningkatkan kapasitas pencrimaan. Mctode penclitian yang digunakan adalah
penclitian kualitatif’ dengan pendckatan deskfriptif. Ilasil penclitian menunjukkan
bahwa langkah-langkah yang dilakukan olech dinas Pcrhubungan dalam proscs
identifikasi subjck dan objck rertribusi parkir serta perhitungan pcndapatan telah
mengindikasikan upaya untuk memperluas basis pencrimaan. Meskipun demikian,
masih terdapat kendala terkait variasi tarif, kurangnya pengawasan yang konsisten,
serta pelayanan yang masih kurang menjadi hambatan dalam optimalisasi pemungutan
retribusi. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan pengawasan melalui
patroli rutin ke lokasi, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, serta

mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan parkir.
Kata Kunci : Optimalisasi, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Pembimbing,

Dr. Andries Lionardo, S.TP., M.Si

NTP. 197905012002121000

Indralaya, April 2024
Ketua JnrusanJlmu Administrasi Publik

Wit K
ghlgunab"llmy’Sosml dan ilmu Politik

L
&
&

4, ”

ll)r,ﬂl“ Nur Budlyanto. S.Sos., MPA
NIP 196911101994011001

Vi



ABSTRACT

This research aims to optimize the collection of parking fees along public roads as an
effort to increase the local revenue in Jalan Kolonel Atmo, Hir Timur I District,
Palembang City. The main focus of this research is to improve the collection process
by expanding revenue bases, strengthening  collection  processes, enhancing
supervision, improving administrative efficiency, and increasing revenue capacity.
The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The
results show that the steps taken by the Transportation Agency in the identification
process of parking fee subjects and objects, as well as revenue calculations, indicate
efforts to expand revenue bases. However, there are still obstacles related to tariff
variations, inconsistent supervision, and inadequate services that hinder the
optimization of fee collection. Recommendations include increasing supervision
through regular patrols, implementing stricter sanctions for violations, and

considering the use of technology in parking management.
Keywords : Optimizing, Parking Fees, Local Revenue
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk
menunjukkan kemandirian dan kreativitas dalam mengidentifikasi sumber-sumber
pendanaan yang layak di berbagai pilihan yang dapat menjadi sarana untuk
menghasilkan pendapatan bagi daerah (Nasution dalam Rusdi, 2021:4). Otonomi
daerah di definisikan di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mencari
sumber dana sendiri, sebab pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar untuk
memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang muncul di daerah tersebut
(Rahayu, 2020).

Untuk memastikan kelancaran otonomi daerah yang lebih baik, langkah-langkah
diperlukan untuk memperkuat kemampuan finansial sendiri, termasuk upaya untuk
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Menurut ketentuan UU Nomor 33
Tahun 2004, sumber pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya (Natoen, 2018:7). Pendapatan
Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan
menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk menjalankan operasi mereka dan

menawarkan layanan kepada masyarakat (Anggoro dalam Haekal, 2022:2).



Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli

daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 terkait sumber-sumber
pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah diidentifikasi sebagai sumber
pendapatan daerah yang paling potensial dan paling besar kontribusinya terhadap kas
daerah. Oleh karena itu, upaya pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota harus di
fokuskan pada optimalisasi peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah

serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Menurut definisi dalam Pasal 1 Ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan. Tujuan dari pemungutan retribusi daerah adalah memperoleh pendapatan yang
memadai untuk mendukung keuangan daerah, serta kepala daerah otonom memiliki
wewenang untuk mengenakan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan
bagi wilayahnya sendiri (Syarpati, 2016). Salah satu penyumbang pendapatan dari

retribusi yang dominan adalah retribusi parkir.



Pemerintah daerah Kota Palembang sendiri merupakan salah satu daerah yang
diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Retribusi parkir
merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang digunakan oleh Kota Palembang
sebagai sumber pendapatan asli daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis
retribusi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan pendapatan
asli daerah (Muloko et al., 2023). Retribusi parkir mencakup layanan yang diberikan
olen pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan tempat parkir.
Layanan tersebut termasuk penyediaan fasilitas parkir di berbagai lokasi, yang
meliputi parkir di luar badan jalan yang dikenal sebagai Tempat Khusus Parkir (TKP),

dan parkir di badan jalan yang juga dikenal sebagai Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU).

Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum di bidang transportasi, yang juga berfokus pada
sektor perparkiran. Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam kategori
retribusi jasa umum, yang merupakan layanan parkir di tepi jalan umum yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Retribusi jasa umum merujuk kepada layanan yang
disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat digunakan
oleh individu atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16
Tahun 2011 Pasal 2, terdapat 2 jenis retribusi jasa umum dalam penyelenggaraan
transportasi, yaitu :

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan

retribusi parkir di tepi jalan umum, karena hal ini merupakan salah satu sumber



pendapatan terbesar dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah.

Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengelola retribusi parkir di kota tersebut. Dinas tersebut bertugas mengawasi
wilayah-wilayah parkir dan melakukan pengumpulan biaya kepada kendaraan parkir
di area tersebut. Setelah pengumpulan biaya dilakukan, petugas parkir akan menyetor
uang tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) parkir. UPTD parkir
bertanggung jawab atas pengelolaan dana retribusi tersebut dan mengirimkannya
kepada bendahara penerimaan retribusi di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dana
tersebut kemudian di transfer oleh bendahara penerima melalui Bank Sumsel ke
rekening kas daerah. Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang akan menerima seluruh pendapatan retribusi parkir setelah semua prosedur
selesai.

Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum Penyelenggaraan Transportasi menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan

umum Kota Palembang, yang rinciannya dapat ditemukan dalam Tabel 1.1 :

Tabel 1.
Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Jenis Kendaraan Tarif

Sepeda Rp. 500
Sepeda Motor Rp. 1.000
Mobil Penumpang, pick up dan sejenisnya Rp. 2.000
Bus kecil, truk Engkel dan sejenisnya Rp. 3.000
Bus sedang, Bus besar, Truk/Tangki, Box dan Rp. 5.000
sejenisnya
Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu keatas, Rp. 10.000
Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi



Berdasarkan ketentuan dalam Tabel 1. Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi,
tarif parkir untuk mobil adalah Rp 2.000, sedangkan kendaraan roda 2 mendapat tarif
Rp 2.000. Meskipun demikian, terdapat insiden di lapangan di mana beberapa juru
parkir meminta tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kejadian ini mencakup aduan masyarakat dan penyebaran video viral mengenai
tindakan seorang juru parkir di Palembang yang meminta uang parkir hingga Rp
10.000 kepada pemilik mobil pribadi. Tim Jatanras Polda Sumatera Selatan telah
menangkap beberapa tukang parkir dari beberapa lokasi di Kota Palembang karena
terlibat dalam pungutan liar atau meminta uang parkir di luar aturan yang berlaku.
Dalam operasi penindakan tersebut, 14 juru parkir tanpa izin diamankan atas dugaan
penarikan uang parkir yang melampaui ketentuan di wilayah jalan Kota Palembang.

(Sumber : Diakses pada 2 November 2023, antaranews.com).

Dinas perhubungan Kota Palembang menggunakan sistem penetapan target
untuk retribusi. Retribusi parkir dapat meningkatkan jumlah retribusi daerah yang
dapat mendukung pembangunan daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah
yang cukup besar jika dapat memenuhi target realisasi yang ditetapkan oleh daerah.
Namun, implementasi sistem target ini belum sepenuhnya berhasil karena retribusi
parkir tidak langsung masuk ke kas daerah, tetapi diserahkan kepada pengelola parkir.
Kurangnya pengelolaan sistem parkir di Kota Palembang dianggap menjadi penyebab
oknum Jukir melakukan pemungutan retribusi di luar ketentuan yang berlaku. (Diakses

2 November 2023, palembang. tribunnews.com).



Realisasi pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Pendapatan
Asli daerah Kota Palembang dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa
pencapaian belum optimal. Hal ini terlihat dari data yang terdapat pada tabel 1.2

Tabel 2.

Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Kota Palembang Periode 2018-2023

Tahun Target Realisasi Persentase Tercapai
2018 10.000.000.000 5.223.818.800 52,23%

2019 12.000.000.000 5.694.268.700 47.45%

2020 3.500.000.000 5.022.839.390 143,51%

2021 9.360.000.000 6.271.162.810 67,00%

2022 12.600.000.000 6.939.196.400 55,07%

2023 13.547.500.000 6.577.456.900 48.55%

Sumber : UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang (Diolah

Penulis) Tahun 2024

Tabel 2. menunjukkan pendapatan dari retribusi parkir selama 6 tahun terakhir
belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hanya pada tahun 2020, pendapatan
melebihi target karena terjadi penyesuaian target akibat rasionalisasi anggaran pada
tahun tersebut. Pada awalnya, dinas Perhubungan menetapkan target pendapatan dari
penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 12 miliar, namun terjadi
penurunan target menjadi Rp. 3,5 miliar dalam APBD, rasionalisasi ini dilakukan
karena adanya pandemi (Diakses 25 November 2023, gatra.com). Berdasarkan pada
Tabel 2. juga terlihat bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir mengalami fluktuatif

setiap tahunnya.

Menurut Bapak Darma Budhy, yang menjabat sebagai asisten 1l Bidang

Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, ketidakcapaian target



Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi parkir disebabkan oleh kurangnya
pembinaan yang diberikan kepada para jukir di area parkir (Diakses 15 November
2023, infopublik.id). Faktor lain yang menyulitkan pencapaian target karena tarif
parkir dalam Perda masih sangat kecil dan dilapangan masih sering terjadi kasus di
mana para jukir yang berada di bawah pengawasan Dishub Palembang meminta tarif
kendaraan yang melampaui ketentuan Perda, bahkan mencapai tiga kali lipat dari
yang seharusnya (Sindonews.com).

Gambar 1. Kawasan Ruas Jalan Kolonel Atmo

Sumber : Berdasarkan Observasi Peneliti, 15 Januari 2024

Lokus pada penelitian ini dilakukan pada kawasan parkir di tepi jalan umum
Jalan Kolonel Atmo yang memiliki 19 titik kawasan. Alasan memilih lokasi parkir
yang ada di Jalan Kolonel Atmo karena jalan ini merupakan pusat perdagangan Kota
Palembang, sepanjang jalan ini banyak sekali pertokoan keramik, elektronik, Bank,
Puskesmas, dan lain-lain. Aktivitas ekonomi yang tinggi ini dapat menjadi potensi
besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi di kawasan ini masih

ditemukan kejanggalan terkait pemungutan retribusi parkir. Dari situs berita yang



peneliti dapatkan, salah satu pengemudi menyatakan keprihatinannya terhadap tarif
parkir di daerah Jalan Kolonel Atmo Palembang, menyatakan bahwa ia diharuskan
membayar 10 ribu untuk parkir, yang ia yakini sebagai pungutan liar. Selain itu,
seorang pengemudi ojek online menyatakan bahwa ketika ia menurunkan pelanggan
di wilayah Atmo, petugas parkir yang tidak jujur meminta 4 ribu darinya. Ojek
online tersebut memang parkir, tapi hanya untuk menurunkan penumpang. Tukang
parkir tersebut tidak mau mendengarnya dan tetap meminta uang (Diakses 10
Januari 2024, palembang.tribunnews).

Setelah dilakukan observasi awal di Jalan kolonel Atmo pada tanggal 15
Januari 2024, memang benar masih ditemukan fenomena yang janggal dari
pelaksanaan parkir di tepi jalan umum ini, Salah satunya dari hasil wawancara yang
dilakukan dengan salah satu juru parkir (Z) di Kawasan Kolonel Atmo :

...Retribusi Parkir di Jalan (Kolonel Atmo) ini memang disetorkan

langsung kepada UPTD Parkir Kota Palembang, man disini masih sering

ado jugo juru parkir liar di lokasi ini yang idak menyetorkan retribusi yang

dipungut ke pengendara sini, dan mungkin dimasukkan ke kantong sendiri.
(Wawancara, 15 Januari Pukul 15.04)

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masih ada beberapa juru parkir
yang tidak menyetorkan retribusi yang mereka pungut pada pemerintah daerah,
tentunya ini bisa mengindikasi terjadinya kebocoran potensi yang bisa dijadikan
sumber PAD bagi pemerintah Kota Palembang dari sektor transportasi khususnya

retribusi parkir di tepi jalan umum.

Terkait permasalahan tarif dan juru parkir liar yang masih terdapat di jalan
kolonel atmo, saat observasi peneliti juga mengetahui bahkan mengalami sendiri
bahwa di jalan kolonel atmo masih banyak sekali juru parkir yang tidak memberikan

karcis parkir ke pengguna jasa parkir. Keberadaan juru parkir yang tidak



memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir ini menunjukkan adanya
kelemahan dalam prosedur pemungutan retribusi parkir. Selain itu, penggunaan
sistem pemungutan di yang masih manual dalam pengeolaan retribusi parkir di tepi
jalan umum kolonel atmo. Meskipun perkembangan teknologi telah memberikan
kemudahan dalam banyak aspek kehidupan, namun pada praktiknya, pengumpulan
dana dari retribusi parkir di Jalan Kolonel Atmo masih dilakukan secara manual.
Dimana penggunaan sistem manual ini memberikan celah bagi praktik-praktik yang

tidak transparan dan mempersulit pengawasan terhadap pengelolaan dana retribusi.

Dari permasalahan yang terdapat di jalan kolonel atmo, dapat dikatakan bahwa
Dinas Perhubungan Kota Palembang masih belum melakukan perencanaan yang
memadai, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurangnya sanksi
yang tegas terhadap para juru parkir yang melakukan pelanggaran. Kendala
semacam ini mengakibatkan penurunan penerimaan dari retribusi parkir. Namun,
jika dikelola dengan efektif, penerimaan dari retribusi dapat menjadi kontributor
yang signifikan bagi Pendapatan asli Daerah, terutama di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil beberapa jurnal penelitian, salah satunya penelitian Nisma
Ode, Rusman Soleman, Hartaty Hadady Tahun 2022 yang berjudul Optimalisasi
Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan
Kota Ternate, Penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Ternate
masih mengalami hambatan dalam pengelolaannya, namun retribusi parkir belum
sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Di
tengah temuan tersebut, masih terdapat celah dalam pemahaman lengkap mengenai
strategi optimalisasi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan pendapatan daerah

melalui pemungutan retribusi parkir. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk
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mengisi kekosongan pengetahuan tersebut dengan memfokuskan pada konteks dan
pendekatan yang berbeda. Diperlukan tindakan proaktif dari pihak yang bertanggung
jawab dalam pengumpulan retribusi parkir di Kota Palembang untuk meningkatkan
pendapatan dari retribusi parkir. Upaya ini mencakup penerapan metode pengumpulan
retribusi yang efektif guna mencapai optimalisasi dalam pengumpulan retribusi.
Pengumpulan retribusi dianggap optimal ketika pendapatan yang terkumpul mendekat

target yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam
Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jalan kolonel Atmo Kota
Paelmbang dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas
terkait Optimalisasi Retribusi Parkir di Jalan Kolonel Atmo Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Optimalisasi Pemungutan Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di
Jalan Kolonel Atmo Kecamatan ilir Timur I Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam rangka
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jalan Kolonel Atmo Kecamatan ilir Timur

| Kota Palembang.
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1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan dan
pemahaman ilmiah peneliti dan pembaca. Hasilnya diharapkan dapat menjadi
referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan analisis
peningkatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
1.42 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi yang
berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam upaya meningkatkan

pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan retribusi parkir.
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